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PENGUMUMAN
NOMOR PENG-4/PJ.09/2022

TENTANG
IMPLEMENTASI NASIONAL DOKUMEN PPBJ TERKAIT PEROLEHAN BKP DAN/ATAU JKP 

OLEH PENGUSAHA DI KPBPB

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021

tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang akan

memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut harus membuat dokumen Pemberitahuan

Perolehan atau Pengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (PPBJ) melalui Sistem

Indonesia National Single Window (SINSW) sebelum perolehan Barang Kena Pajak (BKP)

dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). PPBJ tersebut menjadi dasar bagi Pengusaha Kena Pajak

(PKP) yang menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada Pengusaha di KPBPB untuk membuat

Faktur Pajak dengan kode 07 (PPN tidak dipungut);

2. Sistem PPBJ dapat diakses oleh wajib pajak melalui SINSW mulai 2 Februari 2022;

3. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP harus menerima dokumen PPBJ dan

memastikan validitas PPBJ yang diterima sebelum menerbitkan Faktur Pajak dengan kode 07

atas penyerahan BKP dan/atau JKP ke KPBPB yang diberikan fasilitas PPN tidak dipungut;

4. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP harus mencantumkan keterangan

berikut dalam Faktur Pajak.

a. Jenis barang diisi dengan nama Barang Kena Pajak berwujud sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya atau sesungguhnya beserta kode pos tarif sesuai buku tarif kepabeanan

Indonesia;

b. Nomor PPBJ yang menjadi dasar pembuatan Faktur Pajak; dan

c. Kalimat "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR

41 TAHUN 2021";

5. Di samping digunakan untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak

dipungut, dokumen PPBJ juga digunakan untuk pengeluaran/pemasukan sementara barang

dari/ke KPBPB yang tidak dikenai PPN (pengganti dokumen PPBBT);

6. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 dan tata cara pengisian

faktur pajak terkait penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak kepada
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Pengusaha di KPBPB dapat dilihat pada tautan berikut

https://www.youtube.com/watch?v=oAINkgtYhng;

7. Tata cara registrasi user INSW dapat dilihat pada tautan berikut

https://www.youtube.com/watch?v=yy7Rit_BeeY;

8. Untuk panduan pengisian PPBJ dapat dilihat pada tautan berikut

https://bit.ly/panduanpengisianPPBJ;

Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan

layanan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Februari 2022

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan 
Hubungan Masyarakat

Ditandatangani secara elektronik
Neilmaldrin Noor

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Transformasi Proses Bisnis
3. Direktur Peraturan Perpajakan I
4. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
5. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
6. Direktur Data dan Informasi Perpajakan
7. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
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Pemberitahuan Perolehan atau 

Pengeluaran Barang Kena Pajak atau

Jasa Kena Pajak (PPBJ)

MELALUI SISTEM INSW
Kolaborasi LNSW, DJP dan DJBC

Kamis, 27 Januari 2022



tentang Penyelenggaraan Kawas

(Penggan

PP NOMOR 41 TAHUN 2021

an Perdagangan Be

ti PP Nomor 12 Ta

bas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

hun 2012)

UU NOMOR 11 TAHUN 2020
tentang Cipta Kerja

LANDASAN

SISTEM PPBJ

PMK NOMOR 173/PMK.03/2021

tentang Tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 

Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

(Pengganti PMK Nomor 62/PMK.03/2012)

Mengatur : Penyampaian PPBJ melalui SINSW, SINSW menyediakan akses sistem create billing



SINSW adalah Sistem Elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, 

dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau 

impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

SEZ Application System



ALUR INTEGRASI SISTEM PPBJ

• Pengajuan baru
• Pembetulan
• Pembatalan
• Blokir PPBJ

SistemDJP

• Gate Out

PPFTZ

SistemCEISADJBC

Pengusaha
KPBPB

Sistem PPBJ

PKP

E-Endorsement

diterima

Create Billing

ditolak/dibatalkan

SINSW

terima Kode Billing & 
Konfirmasi Pembayaran

Billing Sistem

E-Faktur

Prepopulated*

Kirim data FP

terima data FP

Kirim data PPBJ

Hasil endorsement



User

SISTEM PPBJ

Pengusaha  
KPBPB



VARIASI PENGAJUAN PPBJ

OBJEK TRANSAKSI JENIS TRANSAKSI

ASAL/TUJUAN
(TLDDP, KEK,
TPB, KPBPB)

PENGELUARAN/PEMASUKAN BKP
BERWUJUD YANG TIDAK DIKENAI PPN

1. BKP BERWUJUD 1. PEROLEHAN ASAL
X

2. PENGELUARAN BKP YANG BUKAN PENYERAHAN TUJUAN TIDAK TERKAIT BKPTB/JKP

3. PEMASUKAN BKP YANG BUKAN PENYERAHAN ASAL TIDAK TERKAIT BKPTB/JKP

2. BKP TIDAK BERWUJUD/
3. JKP

1. PEROLEHAN ASAL X

2. PENGELUARAN BKP YANG BUKAN PENYERAHAN TUJUAN TERKAIT PEROLEHAN BKPTB/JKP

TUJUAN TERKAIT PENYERAHAN BKPTB/JKP

3. PEMASUKAN BKP YANG BUKAN PENYERAHAN ASAL TERKAIT PEROLEHAN BKPTB/JKP

ASAL TERKAIT PENYERAHAN BKPTB/JKP



1.Kode dan Nomor PPBJ

2.Objek transaksi

3.Jenis transaksi

4.Asal/tujuan

5.pengeluaran/pemasukan BKP berwujud yang tidak 

dikenai PPN

6.Pengusaha di KPBPB (nama, NPWP, Alamat, KPP

terdaftar, KPBPB)

7.Lawan Transaksi (nama, NPWP, Alamat, KPP terdaftar)
8.Kontrak Penyerahan BKP/BKPTB/JKP (no, tgl, nilai 

kontrak; Rincian BKP/BKPTB/JKP)

9. Informasi BKP berwujud yang terkait dengan
perolehan/penyerahan BKPTB/JKP 

10.Rekening pembayaran 

11.Penandatangan

Elemen Data PPBJ



PENOMORAN PPBJ

0 1 1 2 2 10 1 0 0 0 0 10

000 = Normal

011 = Pembetulan Ke-1

012 = Pembetulan Ke-2

020 = Pembatalan

Tahun PPBJ  

22 = 2022

23 = 2023

dst

Bulan PPBJ 

01 = Januari

02 = Februari 

dst

Lokasi KPBPB 

1 = Batam

2 = Bintan

3 = Karimun

4 = Sabang

Nomor Urut 

PPBJ



No STATUS / RESPON KETERANGAN

1 Draf Pelaku usaha membuat permohonan baru, pengisian belum lengkap

2 Lengkap Pengisian lengkap, belum dikirim

3 Pengajuan Permohonan telah di-submit, PPBJ mendapat respon penomoran

4 Perngiriman ke GA Permohona PPBJ dikirm ke Sistem DJP – DJBC – BP Kawasan

5 Faktur Respon penerbitan faktur dari sistem DJP, e-faktur

6 Endosement-diterima Respon keputusan e-endorsement diterima, cetakan notifikasi endorsement

7 Endorement-dibatalkan Respon pembatalan keputusan e-endorsement yang sebelumnya disetujui, cetakan notifikasi endorsement

8 Endosement-ditolak Respon keputusan e-endorsement ditolak, menu create billing aktif, tidak dapat mengajukan PPBJ baru 
sebelum dilakukan pelunasan pajak terutang, cetakan notifikasi endorsement

9 Create Billing Pembuatan billing

10 Respon Billing Respon kode billing dari sistem DJP, cetakan billing

11 Konfirmasi Pembayaran Respon konfirmasi pembayaran billing dari sistem DJP

12 Selesai PPBJ telah selesai (status endorsement diterima dan atau telah mendapat konfirmasi pembayaran)

13 Pembetulan Pembetulan PPBJ

14 Pembatalan Pembatalan PPBJ

15 Pengajuan expired Tidak ada faktur pajak dalam jangka waktu > 30 hari sejak tanggal PPBJ

STATUS & RESPON

SISTEM PPBJ



ALUR PENERBITAN BILLING

P
U

d
iK

P
B

P
B

IN
SW

D
JP

O
n

lin
e

memilih PPBJ yang
belum diselesaikan
pembayaran PPN

create billing

Menerima data  
create billing

Menerima Kode  
Billing

Mengirimkan Kode 
Billing

meneruskan data  
pembayaran 

(NTPN)

konfirmasi dan  
rekonsiliasi 
Pembayaran

Pembayaran Billing
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Mulai



1.NPWP

2.Nama WP

3.Alamat WP

4.Kota

5.Jenis Pajak (6 Digit Angka)

6.Jenis Setoran (3 Digit Angka)

7.Masa Pajak mm s.d mm

8. Tahun Pajak yyyy

9.Nomor Ketetapan Pajak (bila ada) 

10.Uraian Pembayaran (bila ada) 

11.NPWP Penyetor (bila ada) 

12.Nama Penyetor (bila ada) 

13.Jumlah Setor

14.Terbilang  

15.Uraian

Elemen Data Pembuatan Billing



Akses Sistem PPBJ

https://ppbj.insw.go.id/



LOGIN



BERANDA



TAB ISIAN

DATA PERUSAHAAN



TAB ISIAN

DATA KONTRAK



TAB ISIAN

DATA DOKUMEN



TAB ISIAN

DATA RINCIAN



TAB ISIAN 

DATA RINCIAN



TAB ISIAN 

INFORMASI TERKAIT



TAB

CHECK POINT



TERIMA KASIH
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